WALIKOTA SALATIGA

PERATURAN WALIKOTA SALATIGA
NOMOR @& TAHUN 20\

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 3 TAHUN 2011
TENTANG UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG /JASA (ULP)

Menimbang

Mengingat

&

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

. bahwa guna memperjelas pelaksanaan tugas dan

tanggung jawab Kclompok Kerja ULP, dipandang perlu
menyempurnakan Peraturan ~ Walikota  Salatiga
Nomor 3 Tahun 2011 tentang Unit Layanan
Pengadaan Barang/Jasa;

. bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota
Nomor 3 Tahun 2011 tentang Unit Layanan
Pengadaan Barang/Jasa (ULP);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang
Pembentukan  Dacrah-daecrah  Kota Kecil dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan
Jawa Barat;

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa
Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3833);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),
scbagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lcmbaran Ncgara Rcpublik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438);



6.

10.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah
Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat Il
Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3500);

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35
Tahun 2011;

Peraturan Dacrah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2007
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Dacrah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Sckretariat Daerah
dan Sckretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kota Salatiga (Lembaran Dacrah Kota Salatiga
Tahun 2008 Nomor 9), scbagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daecrah Kota Salatiga Nomor 7
Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Seckretariat Daerah dan
Sckretariat Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah
Kota Salatiga (Lembaran Dacrah Kota Salatiga Tahun
2011 Nomor 7);

Peraturan Dacrah Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah
Kota Salatiga (Lembaran Dacrah Kota Salatiga Tahun
2008 Nomor 10), scbagaimana telah diubah dengan
Peraturan Dacrah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2011
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota
Salatiga Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Dinas Dacrah Kota Salatiga (Lembaran
Dacrah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 8);
Peraturan Dacrah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Tcknis
Daerah, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, dan
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga (Lembaran
Dacrah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 11),
sebagaimana teclah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Dacrah Kota Salatiga Nomor 9
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Tcknis Dacrah dan
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga (Lembaran
Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 9);



Menectapkan

11. Peraturan Dacrah Kota Salatiga Nomor 12 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan
Kelurahan Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota
Salatiga Tahun 2008 Nomor 12);

12. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 42 Tahun 2010
tentang Penyeclenggaraan Naskah Dinas (Berita Daerah
Kota Salatiga Tahun 2010 Nomor 42);

13. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 3 Tahun 2011
tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa (ULP)
(Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN ~ WALIKOTA TENTANG  PERUBAHAN
PERATURAN  WALIKOTASALATIGA  NOMOR 3
TAHUN 2011 TENTANG UNIT LAYANAN PENGADAAN
BARANG /JASA (ULP)

Pasal |
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Salatiga
Nomor 3 Tahun 2011 tentang Unit Layanan Pengadaan
Barang/Jasa (ULP) (Berita Dacrah Kota Salatiga
Tahun 2011 Nomor 3) diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf | diubah dan
ditambah 1 (satu) huruf yaitu huruf m diubah
sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6
(1) Tugas pokok dan kewenangan ULP adalah:

a. menyusun rencana pemilihan Penyedia
Barang/Jasa;

b. menetapkan Dokumen Pengadaan;

c. menetapkan besaran nominal Jaminan
Penawaran;

d. mengumumkan pelaksanaan Pengadaan
Barang/Jasa di website Pemerintah Kota
Salatiga masing-masing dan papan

pengumuman resmi untuk masyarakat serta
menyampaikan ke Layanan Pengadaan Seccara
Elektronik (LPSE) untuk diumumkan dalam
Portal Pengadaan Nasional;

e. menilai  kualifikasi  Penyedia  Barang/Jasa
melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;

f. melakukan evaluasi administrasi, teknis dan
harga terhadap penawaran yang masuk;

g. menjawab sanggahan;



\

h. menetapkan  Penyedia Barang/Jasa untuk

Pelelangan atau Penunjukan Langsung untuk
paket Pengadaan Barang/Pekerjaan
Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling
banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar
rupiah);

menetapkan  Penyedia Barang/Jasa untuk
scleksi atau Penunjukan Langsung untuk paket
Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai
paling banyak Rp10.000.000.000.00,00
(sepuluh miliar rupiah);

menyerahkan  salinan Dokumen  Pemilihan
Penyedia Barang/Jasa kepada Pejabat Pembuat
Komitmen (PPK);

. menyimpan dokumen asli pemilihan Penyedia

Barang/Jasa;

membuat laporan mengenai proses dan hasil
Pengadaan kepada Walikota/Pimpinan Instansi
melalui Kepala/Koordinator ULP; dan

. memberikan pertanggungjawaban atas

pclaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa
kepada Kepala/Koordinator ULP.

2. Ketentuan Pasal 10 ayat (2) huruf i diubah dan
huruf j dihapus schingga Pasal 10 berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 10

(2) Sekretaris scbagaimana dimaksud pada ayat (1)

mempunyal tugas:

s

€.

meclaksanakan pengelolaan urusan keuangan,
kepegawaian, tata persuratan, perlengkapan,
dan rumah tangga;

meclaksanakan fungsi ketatausahaan;
menyediakan  dan  memelihara sarana dan
prasarana kantor;

menyiapkan dokumen  yang  dibutuhkan
Kelompok Kerja dalam Pengadaan Barang/Jasa;
menyediakan dan mengelola sistem informasi
yang digunakan dalam pelaksanaan Pengadaan
Barang/Jasa;

mensosialisasikan  kebijakan dan  kegiatan
Pengadaan Barang/Jasa;

menyediakan informasi Pengadaan Barang/Jasa
kepada masyarakat;

menerima  dan  mengoordinasikan  pelayanan
pecngaduan dan sanggahan yang disampaikan
oleh masyarakat;

mclaporkan hasil pelaksanaan tugas dan
bertanggung jawab kepada Koordinator/Kepala;
dihapus.



Pasal 11
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Dacrah Kota

Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 2\ 90«\\1&(1— 2011

TASALATIGA,

& . YULIYANT()%

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal %\ fam\w\ 20\1-

~

SEKRETARIS DAERAH &{) LATIGA,

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2012 NOMOR @



